BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa siklus pengelolaan aset/barang milik daerah pada Badan
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup berjalan
dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
No.12 Tahun 2018, walaupun masih terdapat beberapa siklus pengelolaan yang
belum berjalan dengan baik. Siklus pengelolaan barang milik daerah yang telah
berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
No0.12 Tahun 2018 yaitu: Siklus Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran, Siklus
Pengadaan, Siklus Penggunaan, siklus Pemusnahan, siklus Penghapusan, dan

Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Sementara siklus pengelolaan barang milik daerah yang berjalan kurang
baik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.12 Tahun 2018
yaitu: Siklus Pemanfaatan dimana masih terkendala dengan kurangnya status
hukum atau dasar hukum berupa sertifikat. Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan
masih terkendala juga soal bukti kepemilikan dan juga kurangnya pengamanan
fisik berupa pemagaran atau pemasangan papan nama. Siklus Pemindahtanganan
masih terkendala karena kurangnya dokumen pendukung yang terbatas. Siklus
Penatausahaan kendala utama dari dokumen pendukung, yakni dokumen hasil
belanja yang tidak lengkap sehingga proses rekonsiliasi dan penatausahaan

menjadi terkendala karena dokumen pendukung yang masih kurang.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang diajukan
yaitu Badan Pendapatan dan Aset Daerah perlu meningkatkan lagi pengelolaan
barang milik daerah dan juga harus memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa
sertifikat yang sah dan juga harus mempunyai dokumen-dokumen pendukung
yang kuat. Selain itu semua tanah milik Pemerintah wajib dilakukan pemagaran
dan juga pemasangan papan nama. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur harus tetap melaksanakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Aset Daerah Tanah sesuai dengan pedoman vyaitu Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur No.12 Tahun 2018.
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